
 

 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN  

BUPATI SITUBONDO 

NOMOR   2    TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP 

DESA  DI KABUPATEN SITUBONDO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO,  

 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Ayat (8) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian 

dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di 

Kabupaten Situbondo. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang   

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam   

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang 

Keuangan   Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor   28  Tahun  2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 ); 

9. Undang-Undang Nomor   6  Tahun  2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2989); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);  
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 

Tahun 2006  tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2007 Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 

Tahun 2006  tentang Kedudukan Keuangan Kepala 

Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2007 Nomor 12); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 

Tahun 2006  tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 

Nomor 13); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006  

Nomor 17); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2008 Nomor 2); 

21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010  

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2010, Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2014 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014, 

Nomor 54). 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  

DI KABUPATEN SITUBONDO. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 

3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 

perangkat daerah Kabupaten Situbondo. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

berada di Kabupaten Situbondo. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik   Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran 

keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

10. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan               

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
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11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

 

 

BAB  II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai   

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

 

Pasal 3 

 

Pemberian  Dana Desa  bertujuan untuk : 

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi 

kesenjangan; 

b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran 

pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan 

masyarakat; 

c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; 

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial 

budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 

e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa 

dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan 

ekonomi masyarakat; 

g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong 

royong masyarakat, dan;  

h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa 

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

 

 

BAB  III 

SUMBER DANA DESA 

Pasal 4 

 

Sumber Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja 

Pusat Nonkementerian/Lembaga sebagai Pos Cadangan Dana 

Desa.                           
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BAB  IV 

RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA 

DANA DESA 

Pasal 5 

 

Rumus Dana Desa dipergunakan untuk menghitung besarnya 

Dana Desa untuk setiap Desa. 

 

 

Pasal 6 

 

Rumus dasar penetapan Dana Desa setiap Desa sebagai 

berikut: 

 

DANA DESADesa(i) 

 

= DANA DESA Kab x Round 

 

 

 

i  =  1,2,3,4,5,……, n 

n  = Banyaknya desa dalam 1 kabupaten 

DANA DESADesa(i) = Besaran Dana Desa untuk desa ke-i 

DANA DESAKab = Besaran Dana Desa Kabupaten 

Round  = Pembulatan angka desimal secara 

konsisten, sehingga jumlah seluruh 

pembulatan angka mulai dari desa ke-i 

sampai desa ke-n bernilai 100 % 

PJPi  =  Proporsi jumlah penduduk untuk desa 

ke-i 

PLWi  = Proporsi luas wilayah untuk desa ke-i 

PKPSi  = Proporsi pemegang KPS untuk desa ke-i 

PIKGi  = Proporsi IKG untuk desa ke-i 

 

 

Pasal 7 

 

(1)   Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan : 

a. jumlah penduduk desa; 

b. luas wilayah desa ; 

c. angka kemiskinan desa; dan 

d. tingkat kesulitan geografis desa. 

(2) Besar penerimaan Dana Desa masing-masing Desa 

setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

 

 

x 100 % 
(30%xPJPi+20%xPLWi+50%xPKPSi)xPIKGi 

Σ ni=1   (30%xPJPi+20%xPLWi+50%xPKPSi)xPIKGi 
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BAB  V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 15 Januari 2015 

BUPATI  SITUBONDO, 

ttd 

 

 

DADANG WIGIARTO 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 15 Januari 2015 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SITUBONDO, 

ttd 

 

 

SYAIFULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  TAHUN 2015 NOMOR  2 

 

 

 

 
SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


